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Nabila Febrina Adawiyah. 2016. E0012270. ANALISIS YURIDIS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG 
PENGUPAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN 
PEKERJA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini mengkaji permasalahan pertama, apakah Peraturan 
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sudah mengakomodir 
permasalahan pengupahan di Indonesia. Kedua, apakah ada perlindungan hak-hak 
dari pekerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. 
Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengulmpulan data yang digunakan Penulis adalah teknik studi 
kepustakaan atau teknik studi dokumen (Library research). Selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. 
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah 
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodir 
permasalahan pengupahan di Indonesia yakni tuntutan pekerja atas kesejahteraan 
yang selama ini diimpikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan 
pendapatan melalui formulasi penghitungan upah minimum terbaru dimana 
terdapat variabel inflasi dan produktivitas justru akan menambah besar 
kesenjangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang notabene terdiri dari banyak 
provinsi yang berbeda-beda tingkat pertumbuhan ekonominya. Hukum sebagai 
suatu sistem hendaknya tidak boleh bertentangan satu sama lain, namun Peraturan 
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bertentangan dengan 
konsep pengupahan yang terdapat pada konstitusi baik skala  Nasional maupun 
Internasional seperti Konvensi International Labour Organisation (ILO) tentang 
Perlindungan Upah, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan 
peraturan lain terkait tenaga kerja dan upah.  
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 
tidak ditemukan perlindungan atas hak-hak dari pekerja. Dimana formulasi upah 
terbaru semakin menjauhkan pekerja dari upah layak mengingat acuan dari 
penghitungan upah minimum adalah inflasi dan produktivitas, upah minimum 
bukan lagi didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak. Hak pekerja untuk 
berserikat dan memperjuangkan kesejahteraannya dan keluarganya juga ikut 
direnggut dengan adanya formulasi upah terbaru. 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) harus mengajukan judicial 
review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan. Pemerintah harus membuat suatu kebijakan upah berdasarkan 
Produvtivity Gain Sharing (PGS). Pengusaha juga harus menempatkan Pekerja 
sebagai mitra kerja. Pekerja bersama sama dengan Pengusaha meningkatkan 
produktivitas.  
 





















Nabila Febrina Adawiyah. 2016. E0012270. JURIDICAL REVIEW 
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 78 OF 2015 ON EQUAL 
REMUNERATION IN REGARD TO EMPLOYEES PROTECTION 
PERSPECTIVE. Law Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret 
University. 
Research examine issues, whether the Government Regulation Number 78 
of 2015 On Equal Remuneration accommodated of remuneration issues in 
Indonesia. Second, whether existing protection the rights of employees in 
Government Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration.  
Research include prescriptive normative law. Type of secondary data 
include primary law materials and secondary law materials. Data collection 
techniques used literature study or study of document (Library Research). 
Subsequently analyzed by syllogism method of deductive patterns of thinking.  
Results of research indicate that Government Regulation Number 78 of 
2015 On Equal Remuneration has not been able to accommodate remuneration 
issues in Indonesia, on demand prosperity of employees which during the 
envisioned. Government efforts to improve equal distribution of income through 
the formulation latest calculation of minimum wage which there variable of 
inflation and productivity it will increase huge disparities of economic growth in 
Indonesia which is consisted of many diverse Provincial economic growth rate. 
Law, as a system should not be contradicted to each other, but Government 
Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration contradictory to the 
constitutional remuneration concept in the International Labour Organization of 
wage protection, The 1945 Constitution of The State of The Republic of 
Indonesia, Law Number 13 of 2003 On Manpower and other Regulations related 
to employment and wages.  
In Government Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration 
was not found protection the rights of employees. Wherein formulation of latest 
wages of employees increasingly distanced from decent wages. Right of 
employees to organize and struggle for their prosperity and their relatives also 
snatched their latest wages formulation.  
Indonesia Workers Union should file a judicial review against Government 
Regulation Number 78 of 2015 On Equal Remuneration. For Government should 
make a policy on wage based on Productivity Gain Sharing (PGS). Employers 
must place the workers as partners. Workers, together with employers should 
work together to increase productivity.  
 












There’s no elevator to success, You have to take the stairs 
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